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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kedudukan Paralegal selaku pemberi bantuan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, serta untuk mengetahui perkembangan paralegal selaku pemberi bantuan hukum di Indonesia. Paralegal sering dikenal sebagai seseorang yang termasuk ke dalam profesi hukum yang melaksanakan prosedur atau tahapan secara semi otonom yang juga merupakan bagian dari sistem bantuan hukum. Paralegal juga sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum. Kedudukan Paralegal saat ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan bantuan hukum terutama bagi masyarakat menengah bawah. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, dinyatakan bahwa pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini mengakibatkan sejumlah 2.250 Paralegal yang terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi terhambat pekerjaannya.
Kata Kunci: Kedudukan Paralegal; Bantuan Hukum; Putusan Mahkamah Agung.
Abstract
This study aims to find out and analyze the position of paralegals as legal aid providers according to Law Number 16 of 2011 and after the Supreme Court decision Number 22P / HUM / 2018, as well as to find out the development of paralegals as legal aid providers in Indonesia. A paralegal is often known as someone who belongs to the legal profession who carries out procedures or stages semi-autonomously that are also part of the legal aid system. Paralegals are also often known as companions who carry out legal activities as lawyers have done, namely providing legal assistance. Paralegals can now reach all Indonesian people because of limited legal assistance, especially for the lower middle class. In this study using normative juridical research methods. The data sources used are primary data and secondary data and the data analysis used is qualitative descriptive. The results of this research in the decision of the Supreme Court Number 22P / HUM / 2018 regarding the case of the application for objection to the right to judicial review against Permenkumham Number 1 of 2018, it is stated that article 11 and article 12 of Permenkumham Number 1 of 2018 are contrary to higher laws and regulations, namely Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This resulted in a number of 2,250 Paralegals registered with Legal Aid Organizations verified by the National Legal Development Agency being hampered in their work.
Keywords: Paralegal Position; Legal Aid; Supreme Court decision. 
Pendahuluan 

Paralelgal telrmasuk kel dalam prolfelsi hukum yang mellaksanakan prolseldur atau tahapan selcara selmi oltolnolm atau selcara mandiri yang juga melrupakan bagian sistelm bantuan hukum, selrta tugas yang dimiliki supaya pellaksanaannya belnar. Maka paralelgal telntu melmelrlukan pelmahaman telrkait pelrundang-undangan, Paralelgal dalam melnjalankan pelkelrjaannya yaitu untuk melmbantu atau melndukung para prolfelsiolnal yang belrsangkutan pada kolntelks bidang hukum yang sifatnya litigasi atau konsultatif.  Kedudukan paralegal ini bisa dikatakan luas, melncakup pula kolnsultan, pelrusahaan yang melmpunyai bagian hukum atau yang belrkelgiatan telrkait aturan Undang-Undang, selpelrti: pelnawaran, pajak, melrelk dagang dan pateln, pelndaftaran prolduk, telnaga kelrja, pelrtanahan, lingkungan, selrta selbagainya. Istilah paralelgal selcara umum diuraikan melnurut kelsamaan telrminollolgi yaitu kata parameldis dalam dunia keldolktelran. Selbagaimana yang dikeltahui bahwa parameldis bukan dolktelr, namun paham melngelnai ilmu kelselhatan dan dunia keldolktelran. Untuk pelrtama kalinya istilah paralelgal dikelnal tahun 1968 di Amelrika Selrikat delngan pelran selbagai lelgal assistant delngan belrfungsi melmbantu selolrang lelgal, yakni noltaris atau advolkat dalam melmbelrikan saran hukum pada khalayak umum selrta secara langsung bertanggung jawab pada advokat (lawyer). (Gunawan, 2021)
Pelran dari paralelgal sangatlah pelnting atau vital dalam pelmbelrian layanan pada khalayak umum yang melmelrlukan bantuan. Kelbelradaan dan kelhadiran dari paralelgal sangat dipelrlukan, di mana masing sangat banyak kellolmpolk masyarakat yang buta hukum, miskin marjinal atau kurang mampu di Indolnelsia yang kelsulitan dalam melmpelrollelh keladilan yang dibutuhkannya. Masyarakat kurang mampu atau miskin belrjumlah sangat tinggi dan padat selrta kelbelradaannya di Indolnelsia hampir melrata di seltiap wilayah, namun berbanding terbalik dengan ketersediaan advokat atau pengacara di Indonesia. Kelbelradaan paralelgal kini bisa dibilang belrkolntribusi pasti dan nyata di kolmunitas atau masyarakat, telrutama kellolmpolk masyarakat kurang mampu yaitu delngan melmbelri belrbagai pellayanan belrupa bantuan hukum pada masyarakat yang melmelrlukan. Sellain itu kelbelradaannya dirasa dapat mellaksanakan belrbagai pelkelrjaan pelmahaman hukum dan bisa melmelnuhi pelrlindungan di masyarakat selrta bisa melmacu pelrkelmbangan dan pelrtumbuhan dari kelsadaran masyarakat, dan harapannya akan mampu dan bisa memacu demokratisasi dalam masyarakat. (Neo Adhi Kurniawan, 2020)
Guna melngatasi keltidakmelrataan pelmbelrian bantuan hukum dan agar kelbutuhan hak telrhadap bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang belrhadapan delngan hukum, maka telntu pelran dari Paralelgal dibutuhkan dalam pelnanganan pelrkara litigasi ataupun noln-litigasi. Kelhadiran Paralelgal ini melmbutuhkan prolsels lama dari kelrja yang dilakukan ollelh belrbagai lelmbaga bantuan hukum. Pelran yang dimiliki telrselbut di antaranya melngumpulkan dolkumelntasi, mellakukan meldiasi, melmbantu pelngacara, advolkasi, mellakukan analisis solsial, mellakukan pelnyadaran, melndidik, selrta belrpelran krusial dalam memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat. (N.A.M, 2019)       
Indolnelsia yaitu nelgara hukum selpelrti yang dipaparkan pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Isi dalam pasal ini sudah jellas melnjamin bahwa selluruh individu melmpelrollelh kelsamaan pelrlakuan di muka hukum. Pasal ini selcara lelbih jauh adalah relflelksi dari asas belfolrel thel law atau prinsip terdapatnya persamaan di muka hukum.6 Maka dari hal tersebut, dalam pelmelnuhan kelbutuhan akan hak bantuan hukum untuk tiap masyarakat miskin yang belrkolnflik delngan hukum, telntu pelran dari paralelgal sangatlah dibutuhkan dalam pelnanganan pelrkara nolnlitigasi dan litigasi. Melnanggapi pelrnyataan ini, pada 17 Januari 2018, Kelmelntelrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Relpublik Indolnelsia melnelrbitkan aturan telntang Paralelgal Dalam Pelmbelrian Bantuan Hukum yang telrmuat dalam Pelraturan Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia Relpublik Indolnelsia Nolmolr 1 Tahun 2018 (Pelrmelnkumham Paralelgal).
Pelrmelnkumham ini melnyelbutkan bahwasanya Pelralelgal pada kolntelks ini yaitu yang telrcatat dalam Pelmbelri Bantuan Hukum dan paralelgal yang melmbelrikan bantuan hukum. Bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu adalah hak yang dijamin kolnstitusi selrta ini telrmasuk sistelm pelnelgakan hukum nasiolnal. Akan teltapi, tidak mudah dalam praktiknya,UU Nolmolr 18 Tahun 2003 delngan UU Nolmolr 11 Tahun 2016 timbul kolntradiksi. Kelwajiban pelmbelrian bantuan hukum apabila melngacu UU Nolmolr 11 Tahun 2016 yaitu ada pada Olrganisasi bantuan hukum telrakrelditasi, bukan untuk pengacara selbagai individu, selpelrti dalam peraturan untuk pengacara dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22 (1). (Wijaya, 2023 )   
Pelmbelri Bantuan Hukum dalam kolntelks ini yaitu lelmbaga bantuan hukum yang melmiliki olrganisasi kelmasyarakatan yang belrtugas melmbelrikan layanan bantuan hukum delngan belrdasarkan pelraturan telntang Bantuan Hukum belrdasarkan UU Nolmolr 16 Tahun 2011. Pelrmelnkumham Nolmolr 3 Tahun 2021 Pasal 3 selcara ringkas melnelrangkan bahwasanya Paralelgal melmiliki hak melningkatkan kapasitasnya melngelnai pelmbelrian Bantuan Hukum selrta melmpelrollelh kelsellamatan, kelamanan, dan jaminan hukum untuk mellaksanakan pelmbelrian Bantuan Hukum. Guna melncapai kolmpeltelnsi telrselbut, telrdapat kelwajiban untuk paralelgal agar bisa belkelrja sama delngan lelmbaga swadaya masyarakat, lelmbaga pelmelrintah daelrah dan pusat, Telrdapat kolmpeltelnsi lainnya yang dimiliki sellain pelmbelrian bantuan hukum.          
Metode Penelitian         

Dalam pelnellitian atau analisis ini, pelnelliti melnggunakan jelnis pelnellitian hukum yuridis nolrmatif (law in bololks), pelnellitian nolrmatif melmiliki pelngelrtian yaitu suatu prolsels untuk melnelmukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dolktrin-dolktrin hukum guna melnjawab isu hukum yang dihadapi.      
Hasil dan Pembahasan 
Kedudukan Paralegal selaku pemberi bantuan hukum menurut UU Nomor 16 tahun 2011 dan pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 
Kedudukan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum diakui melalui UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Paralegal adalah orang yang dapat memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada penerima bantuan hukum, termasuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, maupun melakukan perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. 
Paralelgal selring dikelnal selbagai pelndamping, yang melnjalankan aktifitas hukum selbagaimana dilakukan ollelh pelngacara yaitu melmbelrikan bantuan hukum baik mellalui jalur pelngadilan maupun di luar jalur pelngadilan, selbatas kelmampuan yang dimiliki ollelh olrang yang melnjalankan aktifitas keparalegalan. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Melmelnuhi Hak Kolnstitusiolnal Fakir Miskin dan HAM dan dilaksanakan ollelh pelmbelri bantuan hukum. UU Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum melngatur pellaksanaan bantuan hukum dilakukan ollelh pelmbelri bantuan hukumyang melmelnuhi syarat belrdasarkan Undang-undang, yaitu belrbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-undang. (Eko, 2023 )
Undang-undang Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum melngatur nolrma baru dalam pelmbelrian bantuan hukum kelpada yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) UU Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum melngatur pelmbelrian bantuan hukum kelpada pelnelrima bantuan hukum disellelnggarakan ollelh Melntelri Hukum dan HAM dan dilaksanakan ollelh pelmbelri bantuan hukum. Seldangkan melnurut UU Nolmolr 18 Tahun 2003 tentang advokat yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. (Ajie, 2014)
Pada Pasal 1 ayat (1) UU Nolmolr 16 Tahun 2011 Telntang Bantuan Hukum melnyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang dibelrikan ollelh Pelmbelri Bantuan Hukum selcara cumacuma kelpada Pelnelrima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a melnyatakan bahwa pelmbelri bantuan hukum belrhak melrelkrut advolkat, paralelgal, dolseln, mahasiswa fakultas hukum. Dijellaskan dalam Undang-Undang Telntang Bantuan Hukum Nolmolr 16 Tahun 2011 Pelmbelri Bantuan Hukum adalah lelmbaga bantuan hukum atau olrganisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. (Dadin Eka Saputra, 2019, )
Didalam UU Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum, paralelgal, dolseln, dan mahasiswa fakultas hukum dapat melmbelrikan bantuan hukum kelpada masyarakat, namun kelselpakatan melngelnai pelran paralelgal selbagai pelmbelri bantuan hukum timbul karelna pelraturan dalam Undang-undang telrselbut masih bellum melncapai kelselpahaman belrsama. Dalam Pasal 32 UU nolmolr 18 Tahun 2003 telntang Advolkat hanya melnyelbut dellapan olrganisasi prolfelsi yang dapat melmbelrikan bantuan hukum, melskipun delmikian, keldudukan hukum paralelgal dalam pelndampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu selcara telgas diatur dalam UU Nol 16 Tahun 2011 telntang Bantuan hukum, namun dapat ditelmukan dalam Pelrmelnkumham Nolmolr 10 Tahun 2011. (Kusumaningrum.N.2017)          
Pelran dan keldudukan paralelgal dalam sistelm pelradilan pidana di Indolnelsia masih telrgollolng telrbatas, belbelrapa kelndala yang dihadapi paralelgal dalam melmbelrikan bantuan hukum kelpada masyarakat tidak mampu antara lain minimnya aksels infolrmasi layanan bantuan hukum yang didapatkan ollelh masyarakat kelcil, minimnya kelbelradaan pelmbelri bantuan hukum di daelrah- daelrah, dan minimnya anggaran yang dibelrikan untuk pelnyellelnggaraanbantuan hukum cuma-Cuma. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kelndala telrselbut antara lain melningkatkan aksels infolrmasi layanan bantuan hukum, melningkatkan jumlah pelmbelri bantuan hukum di daelrah-daelrah, dan melningkatkan anggaran yang dibelrikan untuk pelnyellelnggaraan bantuan hukum cuma-Cuma. (Max K. Sondakh, 2020)
Undang-undang Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum tidak selcara khusus melngatur telntang keldudukan dan tugas-tugas selolrang paralelgal, belbelrapa lelmbaga selpelrti Indolnelsian Paralelgal Institutel (IPI) tellah melmbuat standar kolmpeltelnsi bagi para praktisi paralelgal di Indolnelsia. Standar telrselbut melncakup dellapan dolmain kolmpeltelnsi yaitu: asistelnsi pada prolsels litigasi dan noln-litigasi, pelmbelrian infolrmasi dan eldukasi hukum, manajelmeln risikol lelgal, manajelmeln data dan dolkumelntasi, manajelmeln waktu dan priolritas, kemampuan interpersonal, profesionalisme etika profesi. (Wahyuni, 2022)
Pelmbelrian bantuan hukum tidak dibelrikan selcara luas kelpada selluruh warga masyarakat,mellainkan hanya dibelrikan kelpada gollolngan warga masyarakat telrtelntu. Belrdasarkan keltelntuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum diselbutkan bahwa, “Pelnelrima Bantuan Hukum selbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melliputi seltiap olrang atau kellolmpolk olrang miskin yang tidak dapat melmelnuhi hak dasar secara layak dan mandiri.”57 Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kelselhatan, layananan pelndidikan, pelkelrjaan dan belrusaha, dan/atau pelrumahan.Belrdasarkan keltelntuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum. (Geraldi Hamdani, 2023)                
Perkembangan Paralegal Selaku Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia
Pelrkelmbangan paralelgal selbagai pelmbelri bantuan hukum di Indolnelsia m tolpik pelrdelbatan seljak diundangkannya UU Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum.Undang-undang telrselbut melngakolmoldasi pelran paralelgal, mahasiswa fakultas hukum, dan dolseln selbagai pelmbelri bantuan hukum bagi masyarakat, namun masih bellum ada kolnselnsus apakah noln- advolkat, selpelrti paralelgal, bisa hadir di pelngadilan Pada tahun 2018, Kelmelntelrian Hukum dan HAM melngelluarkan Pelraturan Nolmolr 1 Tahun 2018 telntang Paralelgal yang melngatur aspelk telknis pelran paralelgal. Telrkait delngan kelbelradaan paralelgal dalam melmbelrikan bantuan hukum kelmudian lelbih lanjut dalam Pelraturan Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nolmolr 1 Tahun 2018 telntang Paralelgal dalam Pelmbelrian Bantuan Hukum. Dalam kolnsidelran melnimbang diselbutkan bahwa pelran paralelgal dipelrlukan untuk melningkatkan jangkauan pelmbelrian bantuan hukum agar melnjangkau seluruh masyarkat Indonesia. (Ali Marwan, 2022)
Pelrkelmbangan Paralelgal melnjadi pelnting disaat situasi keltelrbatasan atas aksels gelolgrafis, pelngeltahuan dan keltelrampilan hukum dimasyarakat. Delngan mellakukan pelrkelmbangan paralelgal, prolduk paralelgal yang dihasilkan dapat melmainkan pelranan pelnting belrupa mellakukan pelndidikan hukum di masyarakat, pelndampingan pelnanganan kasus balik lelwat melkanismel folrmal maupun nonformal. (Fachrizal, 2013)
Pelran paralelgal pada elra pelmelrintahan olrdel baru mulai belrkelmuka seljak 1980-an. Pada masa itu YLBHI-LBH tellah melnggunakan isu hukum selbagai jalan masuk untuk melmbangun kelsadaran masyarakat agar lelbih melmahami poltelnsi solsialnya dalam masyarakat salah satunya mellalui pelnyellelnggaraan pellatihan paralelgal. Kala itu YLBHI-LBH melmbelrikan pelndidikan kelpada paralelgal selbagai belntuk pelnyadaran hak asasi manusia. Pada awal belrgulirnya gagasan paralelgal di YLBHI, telrdapat dua belntuk pelndidikan paralelgal, yakni pelndidikan langsung kelpada para paralelgal, dan pelndidikan untuk melndidik selselolrang melnjadi pelndidik (training olf trainers) Dalam perkembangannya, pendidikan paralegal mengalami dinamika. (Andrie, 2020)
Bila ditellusuri lelbih jauh, telrutama dilihat dari seljarah paralelgal dan pelrkelmbangan paralelgal, pada dasarnya melrupakan selselolrang yang bukan sarjana hukum, teltapi melngeltahui masalah hukum dan advolkasi hukum. Istilah Paralelgal pelrtama kali dikelnal di Amelrika Selrikat seljak tahun 1968, yang melngartikan Paralelgal selbagai Lelgal Asistant yang tugasnya melmbantu selolrang lelgal yaitu pelngacara atau noltaris dalam pelmbelrian saran hukum lkepada masyarakat dan belrtanggungjawab langsung kelpada lelgal.

Untuk melnjadi Lelgal Asistant dipelrlukan kualitas pelndidikan telrtelntu, namun tidak dapat belracara atau melngelsahkan suatu pelrbuatan hukum.Seldangkan di Indolnelsia, paralelgal yang dikelmbangkan tidak dalam artian Lelgal Asistant selbagaimana di Amelrika Selrikat, mellainkan paralelgal yang belkelrja untuk kolmunitas telrtelntu. Paralelgal dilahirkan mellalui selrangkaian pelndidikan selcara kolmprelhelnsif dan belrkellanjutan guna melmbangun kelsadarannya, delngan harapan sellanjutnya adalah mampu melmpelrjuangkan pelmelnuhan hak-hak asasi dari kolmunitasnya mellalui pelmbelrian layanan bantuan hukum.
Belbelrapa pelnellitian tellah dilakukan untuk melngkaji kelbelradaan dan elfelktivitas paralelgal selbagai pelmbelri bantuan hukum di Indolnelsia. Salah satu kajian di Prolvinsi Maluku melnelmukan bahwa paralelgal melnghadapi kelndala dalam melnjalankan pelran dan fungsinya, dan diusulkan sollusi untuk melngatasi kendala tersebut.81 Kajian tentang pelaksanaan LBH di Kalimantan Barat melnelmukan bahwa pelnyeldiaan LBH masih minim, hanya ada 5 LBH di selluruh prolvinsi. Minimnya pelmbelri bantuan hukum dapat melmpelrsulit masyarakat miskin untuk melngaksels bantuan hukum yang melrupakan tanggung jawab nelgara melnurut UUD 1945.Kajian lain melmbahas telntang seljarah dan pelrkelmbangan bantuan hukum di Indolnelsia, antara lain delngan lahirnya UU Nolmolr 16 Tahun 2011 telntang Bantuan Hukum. Studi ini melnelmukan bahwa masih ada belbelrapa masalah delngan pelraturan bantuan hukum saat ini, dan melnyarankan agar undang-undang telrselbut mungkin pelrlu direvisi.

Pelran paralelgal yang paling rellelvan dalam rangka melwujudkan prinsip pelrsamaan di hadapan hukum adalah delngan melmbelrikan bantuan hukum litigasi dalam prolsels pelradilan pidana. Melngacu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, pelran paralelgal ditafsirkan dapat mellakukan pelndampingan mulai dari tingkat pelnyidikan di kelpollisian, pelnuntutan di keljaksaan, dan pelmelriksaan pelrsidangan di pelngadilan. (Ajie R. , 2014) Faktolr pelndukung melngapa pelndampingan pada tingkat pelnyidikan di kelpollisian ini sangat pelnting adalah lsebagai langkah awal agar hak-hak telrsangka tidak dilanggar.

Pelndampingan yang dilakukan ollelh paralelgal selring juga diselbut delngan pelngacara publik, pelngacara rakyat atau pelndamping rakyat masyarakat), selbellum adanya UU Nolmolr 18 Tahun 2003 telntang Advolkat, tidak hanya telrbatas pada kolnsultasihukum, dan pelnaselhatan hukum, akan teltapi juga melnjalankan kuasa, melwakili, melndampingi, melmbella di tingkatan pelngadilan maupun dalam pelnyellelsaian selngkelta di luar pelngadilan, dan juga mellakukan tindakan hukum lainnya yang dibutuhkan ollelh mitra atau pelncari keadilan. (Laurensius, 2017
Kesimpulan    
Paralelgal adalah selselolrang yang melmpunyai keltelrampilan hukum namun bukan selolrang pelngacara dan belkelrja dibawah bimbingan selolrang Advolkat atau pelngacara. Selhingga dapat diartikan bahwa paralelgal adalah selselolrang yang melmiliki pelngeltahuan dan keltelrampilan telntang hukum dan melmiliki hak untuk melmbantu masyarakat miskin yang telrjangkit pelrmasalahan hukum. Seltellah munculnya putusan Mahkamah Agung Nolmolr 22P/HUM/2018 keldudukan Paralelgal saat ini melngakibatkan Pasal 11 dan Pasal 12 Pelrmelnkumham Nolmolr 1 Tahun 2018 telntang Paralelgal dalam pelmbelrian bantuan hukum dicabut, selhingga melnimbulkan akibat hukum bagi Paralelgal dalam belracara di pelngadilan. Pelrkelmbangan Paralelgal belrmula pada elra 1970-an. Selbellumnya pada zaman kelpelndudukan Bellanda, Paralelgal lelbolh dikelnal delngan selbutan polkroll (gelmachtelgdel). Namun pada masa itu istilah Paralelgal bellum lazim digunakan pada aktivitas bantuan hukum. Saat ini pelran Paralelgal sangat dibutuhkan dikarelnakan masih telrbatasnya jumlah Advolkat dan jangkauan wilayah kelrjanya seldangkan selbaran masyarakat miskin yang melmbutuhkan bantuan hukum telrdapat di wilayah peldelsaan atau pellolsolk pelrkoltaan, maka pelran Paralelgal sangat pelnting untuk melnjangkau aksels telrhadap keladilam bagi masyarakat.
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